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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut: 

1. Bahwa keputusan yang diambil oleh majelis hakim belum sesuai 

dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa Syarif Kadir alias “SK”, 

karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Syarif Kadir alias “SK 

sudah memenuhi semua unsur-unsur pemidanaan. Selain itu, majelis 

hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang diketuai oleh Royke Harold 

Inkiriwang, SH, sebagai Ketua Majelis dan Muhammad Chandra, SH, 

dan Ariyas Dedy, SH, masing-masing bertindak sebagai hakim anggota, 

juga dalam memutuskan perkara dengan Nomor Putusan : 

21/PID.B/2008/PN.TLM tersebut telah mempertimbangkan hal-hal 

yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga secara yuridis 

putusan tersebut belum sesuai peraturan dan norma hukum yang 

berlaku.  

2. Karena semua unsur-unsur pemidanaan baik unsur objektif maupun 

unsur subjektif telah terpenuhi, maka majelis hakim Pengadilan Negeri 

Tilamuta sudah menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta-fakta hukum 

yang berlaku termasuk dalam memeriksa saksi, barang bukti dan hal-hal 

lainnya yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengeluarkan 
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sebuah keputusan dengan Nomor 21/PID.B/2008/PN.TLM dimana 

kepada terdakwa Syarif Kadir alias “SK” dijatuhi dengan hukuman 

pidana penjara selama 4 (empat) bulan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan 

beberapa saran dan masukan agar proses penjatuhan pidana dapat dipertanggung 

jawabkan, saran dan masukan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan putusan pidana tetap menjadi tugas dan wewenang Jaksa 

sebagai eksekutor yang telah diatur dalam Surat Udaran Mahkamah 

Agung yang selanjutnya disingkat (SEMA) dengan No.7/1985. 

Dengan demikian sebagai eksekutor, Jaksa juga memiliki tugas untuk 

mengawasi dan mengamati pelaksanan eksekusi. Hal demikian berlaku 

pula terhadap putusan pidana dengan Nomor : 

21/PID.B/2008/PN.TLM, dimana kepada terdakwa Syarif Kadir alias 

“SK” yang dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan (pidana 

bersyarat). Karena merupakan pidana bersyarat, maka hal penting yang 

merupakan persyaratan umum di dalam putusan pidana bersyarat 

selalu ada, yaitu ketentuan dimana terpidana tidak boleh melakukan 

tindak pidana selama masa percobaan jika dilanggar maka pidana yang 

semula digantungkan dengan syarat-syarat tertentu harus dilaksanakan 

oleh terpidana. 

2. Proses pengawasan dan pengamatan harus dilakukan oleh Jaksa selaku 

eksekutor secara kontinyu dan bertanggung jawab termasuk untuk 
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melaporkan hasil pengawasan dan pengamatannya baik kepada Kepala 

Kejaksaan serta Hakim. Hal ini merupakan suatu bentuk kordinasi 

yang pada dasarnya harus dilakukan, dalam rangka mewujudkan suatu 

upaya pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat 

yang lebih baik dan bertanggung jawab. 

3. Melaksanakan putusan berarti bersedia memenuhi kewajiban untuk 

berprestasi yang dibebankan oleh hakim lewat putusannya. Kekuatan 

eksekutorial putusan hakim terletak pada adanya titeal eksekutorial 

yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha 

esa. 
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